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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT 
NOMOR: W.33-01.LT.04.02 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SOSIALISASI HASIL ANALISIS STRATEGI 
KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH MELALUI DISKUSI 

DARING OPINI KEBIJAKAN 
TAHUN ANGGARAN 2023 

KEPALA KANTOR WILAYAH, 

Menimbang      :   a.   Bahwa dalam rangka meningkatkan Pemanfaatan Hasil Penelitian 

dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia maka perlu 

dilakukan sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan (Stakeholders) 

agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau data 

dukung dalam Perumusan Kebijakan maupun Penyusunan 

Rancangan Peraturan Perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat 

maupun Daerah; 

b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu 

membentuk Tim Penyelenggara Sosialisasi Hasil Analisis Strategi 

Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah melalui Diskusi 

Daring Opini Kebijakan; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat 

tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sosialisasi Hasil 

Penelitian Hukum dan HAM melalui Diskusi Daring Opini Kebijakan. 

 

Mengingat :        1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara R.I Nomor 3886) ; 

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi; 

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 

2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Bidang 



Hukum dan Hak Asasi manusia di Lingkungan Kementerian hukum 

dan Hak Asasi Manusia; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 

2016 tentang Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan di 

Bidang Hukum dan Hak Asasi manusia di Lingkungan Kementerian 

hukum dan Hak Asasi Manusia; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Tahun 

2023 Nomor: SP.DIPA-013.11.2.667800/2023 tanggal 30 November 

2022. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan :     KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SOSIALISASI HASIL 

ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

DI WILAYAH MELALUI DISKUSI DARING OPINI KEBIJAKAN TAHUN 

ANGGARAN 2023. 

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sosialisasi Hasil Analisis Strategi 

Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah melalui Diskusi 

Daring Opini Kebijakan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir 

dalam Keputusan ini; 

KEDUA Tim Penyelenggara Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum 

dan Hak Asasi Manusia di Wilayahmelalui Diskusi Daring Opini Kebijakan 

Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

bertugas sebagai berikut: 

1. Menyusun Kerangka Acuan Kerja; 

2. Koordinasi Permohonan Narasumber; 

3. Membuat Poster Opini; 

4. Membuat Link Formulir Pendaftaran; 

5. Koordinasi Teknis Persiapan Zoom; 

6. Menyelenggarakan Opini pada tanggal 11 Mei 2023; 

7. Membuat e-sertifikat; 

8. Menyusun Laporan Kegiatan. 



 

KETIGA :  Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Nomor: SP.DIPA- 

013.11.2.667799/2023 tanggal 30 November 2022; 

KEEMPAT         :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian 

hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan keputusan ini, 

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

 
Ditetapkan di Mamuju 
Pada tanggal 28 April 2023 
Kepala Kantor Wilayah, 

PARLINDUNGAN 
NIP 197007011992031002 

 
 
 

Tembusan : 
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM; 
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM; 
3. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM; 
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju; 
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 



 

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Sulawesi Barat 

Nomor : W.33-01.LT.04.02 Tahun 2023 
Tanggal        :    28 April 2023 

 
TIM PENYELENGGARA SOSIALISASI HASIL ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM 
DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH MELALUI                DISKUSI DARING OPINI KEBIJAKAN 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2023 

 

NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM 

1. Parlindungan Kepala Kantor Wilayah Pembina 

2. Rahendro Jati 
Kepala Divisi Pelayanan 
Hukum dan HAM 

Penanggungjawab 

3. Idris Kepala Bidang HAM Ketua 

4. Priambodo Adi Wibowo 
Kepala Sub Bidang P3 
Kumham 

Sekretaris 1 

5. Andi Fahrizal Jasin 
Kepala Sub Bidang 
Pemajuan HAM 

Sekretaris 2 

6. Muh. Kasim 
Kepala Sub Bagian Humas, 
RB, dan TI 

Anggota Tim TI 

7. Munawwir B 
Perancang Peraturan 
Perundang-undangan 

Anggota Tim Acara 

8. Astuti Toding 
Perancang Peraturan 
Perundang-undangan 

Anggota Tim Acara 

9. Sitti Ira Arman Analis Permasalahan HAM Anggota Tim Acara 

10. Tri Resky Dermawan Penyuluh HAM Anggota Tim Acara 

11. Ahmadi Analis Hukum Anggota Tim Acara 

12. Mitra Bangsawan Analis Permasalahan HAM Anggota Tim Acara 

13. A. Febry Pajriani 
Penyiap Bahan Penelitian 
Hukum 

Anggota Tim Acara 

14. Nur Hadi JFT Humas Anggota Tim TI 

15. Apriandy Fauzi JFT Humas Anggota Tim TI 

 
 

Kepala Kantor Wilayah, 

PARLINDUNGAN 
NIP 197007011992031002 


